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I: LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN NIAS

1 h
SERI : C(OMOR : 51 TAHUN 2002

I PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS
| NOMOR 29 TAHUN 2002

TENTANG

I RETRIBUSI IZIN USAHA HOTEL DENGAN
TANDA BUNGA MELATI1

f
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,I |:
4

: a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang
Nomor 34 Tahun. 2000 tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka kepada
Daerah diberi peluang untuk menggali potensi
sumber pendapatan asli daerah ;

b. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu
sumber pendapatan Daerah yang penting guna
membiayai penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah dan Pembangunan Daerah untuk
memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata
dan bertanggung jawab ;

IMenimbangn
4
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(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang

Lingkugnan Hidup (Lembaran Negara Tahun
1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3699) ;

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3848) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983

c. bahwa Usaha Hotel dengan Tanda Bunga Melaffl
merupakan- sarana pendukung pengembangtl
kepariwisataan dalam rangka penyediaan jasaf
pelayanan akomodasi kepada para wiatawan <uj
Kabupaten Nias, sehingga dalam rang
meningkatkan pertumbuhan, perkembangan daji
kualitas pelayanan perlu dilakukan pembinaafl|
pengendalian dan pengawasan ;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanif
dimaksud pada humf a, b dan c di atas, makij
perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupateil
Nias tentang Retribusi Izin Usaha Hotel dengan!
Tanda Bunga Melati ;

;

: 1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956]
Daerah Otonom'J

Mengingat
Pembentukantentang

Kabupaten-kabupalcn dalam lingkungan DaeraK]
Propinsi Sumatera Ulara (Lembaran Ncgaril
Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaraij|

. tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun
1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3258) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990
Pencemaran

Negara Nomor 1092) , $
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang!

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidani|
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76,|
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ; |

3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentangl
Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 1990|
Nomor 7— . Tambahan Lembaran Negari
Nomor 3427) ;

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentanfl
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembarm
Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahiflj
Lembaran Negara Nomor 3693), sebagaimaffl
telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3«
Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undanfl
undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Paja|
Daerah

Pengendalian Airtentang
(Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993
tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan
(Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
PemerintahKewenangan dantentang

Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001
tentang Pembinaan dan Pengawasan atas
Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahI

Daedan Retribusi
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19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43
Tahun 1999 tentang sistem dan Prosedur
Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan
Penerimaan Lain-lain ;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 8
Tahun 1993 tentang Penghunjukkan Penyidik
Pegawai Negeri Sipil
penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan
Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001
tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara '

Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran i
Negara Nomor 4139);

12. Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1969 J
tentang Pedoman Pembinaan Kepariwisataan J
Nasional ; |

1

yang melakukant

13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999]j8M|
tentang Teknik Penyusunan Peraturan|fflBp
Perundang-undangan dan Bentuk Rancanganf 1

Peraturan|
Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;|

14. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan I
Telekomunikasi Nomor KM 74/PW.105/MPPT|
85 tentang Peraturan Pondok Wisata Jo.|
Keputusan Menteri Pariwisata, Pos '

Telekomunikasi

yang memuat ketentuan Pidana
(Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 1993
Nomor 14) ;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 4
Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nias
(Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2001
Nomor 11) ;

RancanganUndang-Undang,

Dengan persetujuan
I DEWAN PERWAK1LAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS®

MEMUTUSKAN :
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS

TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA HOTEL
DENGAN TANDA BUNGA MELATI.

KM,;Nomor
104/PW.105/MPPT-89 ;

15. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos daijl
Telekomunikasi Nomor K3/PW.003 tentangl
Perizinan Usaha di Bidang Pariwisata, Pos daira
Telekomunikasi ;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41
Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai NegeriJ
Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174i|3p
Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Can|j“**
Pemungutan Retribusi Daerah ;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175||
Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dif®

Bidang Retribusi Daerah ;

itapkan

I
?

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
|Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :|l Daerah adalah Kabupaten Nias ;

P. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nias ,|9Kt Kepala Daerah adalah Bupati Nias ;
jfjMEi Dinas adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Nias ;

%
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•Surat Setoran Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SSRD adalah
Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan

ipembayaran atau penyetoran retribusi ke Kas Daerah atau tempat lain
g'yang ditetapkan/dihunjuk oleh Kepala Daerah ;
BSurat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, selanjutnya disingkat
E5KRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besamya jumlah
Retribusi yang terhutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan
Ipembayaran pokok retribusi, besamya sanksi administrasi dan jumlah
Retribusi yang masih harus dibayar ;
Kurat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan,

jelanjutnya disebut SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang
menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;
Isiirat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, selanjutnya disingkat
iSKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari
fretribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang ;
iSurat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat STRD adalah
gSurat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi
fberupa bunga dan atau denda ;
gPemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, '

imengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk
Bmenguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan untuk tujuan
Pain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan di
Ibidang Retribusi ;
gPenyidikan tindak pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian
ptindakan yang dilakukan oleh Penyidik ' Pegawai Negeri Sipil, yang
Iselanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti

^yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang .
|f Retribusi yang teijadi serta menemukan tersangkanya.

e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudaytfi
Kabupaten Nias ;

f Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemcrintah Kabupaten Nias ,
t

Bendaharawan Khusus Penerima, selanjutnya disingkat BKP adalui
Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pariwisata <fii|

•- Kebudayaan Kabupaten Nias ; JH
h. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasaJH

pemberian izin usaha hotel dengan tanda bunga melati yang diboTjcH
oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi dan. a|||
badan ;
Pungutan adalah pemasukan unng bagi Pemerintah DaerahIffl
pelayanan pemberian izin usaha hotel dengan tanda bunga melati

j. Izin adalah izin tertulis yang diberiknn oleh Kepala Daerah kepMH
orang yang mengusahakan atau memiliki usaha hotel dengan taffl
bunga melati ;

k. Petugas adalah Pegawai yang dihunjuk oleh Kepala Dinas uhra
melakukan pemungutan retribusi ;

l. Usaha hotel dengan tanda bunga melati, untuk selanjutnya dise||
Hotel Melati adalah suatu usaha komersial yang menggunakan selilfl
atau sebagian dari bangunan yang khusus disediakan bagi setiap oraiiS
untuk memperoleh jasa pelayanan penginapan ;

m. Pengusaha Hotel dengan tanda Bunga Melati adalah orang dan a|j|
badan hukum yang memiliki usaha hotel dengan tanda bunga melati ;11

n. Pimpinan Usaha Hotel dengan Tanda Bunga Melati adalah orang yanra
memimpin sehari-hari dan bertanggungjawab atas pengelolaan usahfi

' hotel dengan tanda bunga melati ;
o. Tamu Hotel dengan Tanda Bunga Melati adalah setiap orang yaiij|

menginap di hotel melati dengan membayar ;
p. Akomodasi adalah suatu wahana untuk menyediakan jasa penginapan ;j|
q. Persetujuan Prinsip adalah persetujuan yang diberikan oleh Kepalfl

Daerah kepada usaha perorangan dan Badan Usaha untuk peruntukkaS
lokasi membangun hotel dengan tanda bunga melati ;

r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SKRD ada!a|
adalah Surat Keputusan yang menentukan besamya jumlah retribuwj
yang terhutang ;

g-

i.

BAB II
NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN

WAJIB RETRIBUSI
Pasal 2

7
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•*»
, R ^e’iail II (3) Persetujuan Prinsip dan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat

Dengan -» Re,t“alfpeU^mbSf'L usal hotel^ Mr (2>^ bertaku UMuk “,u usaha h°*el^—dipungut retribusi atas j
persetujuan prinsip dan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat

tanda hunga me « ( 1 ) dan ayat (2) hanya diberikan kepada Warga Negara Indonesia dan
atau Badan Usaha yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia.

|(5) Persetujuan prinsip dan izin usaha untuk Warga Negara Asing hanya
dapat diberikan setelah mendapat persetujuan Penanaman Modal Asing
| dari Pemerintah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan
| perundang-undangan yang berlaku ;
1(6) Persetujuan Prinsip untuk mendirikan usaha hotel dengan tanda bunga
i melati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus digunakan dalam
S| jangka waktu selama 1 (satu) tahun, dan dinyatakan batal setelah
|mclewati jangka waktu tersebut.

3

Pasal 3
pemberian izin usaha hotel

adalah jasa atas pelayanan
Obyek Retribusi
dengan tanda bunga melati.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah setiap orang dan atau badan hukum yang

mengusahakan atau memiliki usaha usaha hotel dengan tanda bunga melati.|
•3

Pasal 5

subjek retribusi sebagaimana
I

dimaksud dalamj Pasal 8
1(1) Untuk memperoleh persetujuan prinsip dan izin usaha sebagaimana
I dimaksud pada dalam Pasal 7, setiap orang dan atau badan harus
I mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah.
1(2) Tata cara dan syarat-syarat untuk memperoleh persetujuan prinsip dan
I izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut
H dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 9
1) Kepala Daerah dapat menolak permohonan sebagaimana dimaksud
|: pada Pasal 8 dengan memberikan pemberitahuan dalam jangka waktuI selambat-iambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal
|! diterimanya permohonan dengan menjelaskan alasan-alasan penolakan
I sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
P Tata cara dan syarat-syarat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayatp: (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Wajib Retribusi adalah
Pasal 4 Peraturan Daerah mi 4

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Izin Usaha Hotel dengan Tanda Bunga

Retribusi Perizinan Tertentu.
Melati termasuk Golonga|

BAB IV
KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Pertama
Perizinan

Pasal 7

(1) Setiap orang dan atau badan yang mendirikan, mengusahakan

memiliki usaha hotel dengan tanda bunga melati, diwajibkan te

dahulu memperoleh persetujuan prinsip dari Kepala Daerah.

(2) Untuk dapat beroperasi, setiap Usaha Hotel dengan Tanda

Melati harus memiliki Izin Usaha.
9



1
Po . lft

(2) l131 pemegans izin usaha meninggal dunia sebagaimanaPas
'MB; dimaksud pada ayat (1) huruf a, atas kepemilikan ahli wans dapatUsaha vane tidak termasuk dalam jenis usaha hotel melati adalah sebagai diteruskan oleh salah seorang yang dihunjuk sampai sisa jangka waktuberikutJ 1»' berlakunya izin, dengan persetujuan Kepala Dinas.

a. Hotel berbintang, penginapan remaja (Youth Hostel), pondok wisatai|H|~

dan perkemahan; . J|Hp Pasal 13
b. Asrama dan rumah pemondokan pelajar dan ntau mahasiswa ; J*|(1) Izin Usaha Hotel dengan Tanda Bunga Melati dapat dicabut apabilc. Tempat penginapan/pemondokan untuk kcgintan sosial keagamaan , j|H| a Memiliki izin secara tidak sah ;d. Tempat penginapan yang dikelola oleh Instansi Pemerintah atau Swastafl^K|i b. Tidak me]akukan kegiatan-kegiatan pokok sesuai dengan jenisyang khusus digunakan sebagai tempat tinggal/peristirahatan b ^ usaha yang diusahakan ;

karyawan. '|MK c\ Tldak laS> memenuhi ketentuan-ketentuan persyaratan danra ®: kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah iniBagian Kedua
<

;mff l d. Mengalihkan hak kepemilikan usaha kepada orang lain tanpaJangka Waktu Berlakunya Izin persetujuan dari Kepala Dinas ;
Pasal 11 JBi e Menambah jumlah kamar tanpa persetujuan Kepala Dinas

(!) «a rn usaha '

tahun dan dapat diperpanjang kembah apabila memenuhi syarat untukJ^| lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Bagian Ketiga
Bentuk Usaha dan Permodalan

Pasal 14

?^. n^1 ^engan Tanda Bunga Melati yang seluruh modalnya| dimiliki oleh Warga Negara Indonesia, berbentuk usahabadan usaha sesuai dengan ketentuan
r , undangan yang berlaku.2) Usaha Hotel dengan Tanda Bunga Melati yang modalnya patungan1 rTa WaISa Negara Indonesla den«a" Warga Negara Asing hamsI berbentuK Perseroan Terbatas (PT).

I, Pasal 15

feiginapan 61 Tanda Bunga Me!at* adalah Penyediaan jasa

'

a :

I

itu mm
(2) Untuk perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat 0)>||HK'.

Pengusaha yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan kepadaislMf!,

Kepala Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa izin!
berakhir.

(3) Tata cara dan syarat-syarat permohonan perpanjangan izin diatur lebi|
lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah. |

S '

perorangan
peraturan perundang-

atau
Pasal 12

(1) Izin Usaha tidak berlaku lagi apabila :
a. Pemegang izin usaha meninggal dunia ;
b. Tidak didaftar ulang setelah 2 (dua) tahun ;
c. Merubah nama dan lokasi usaha hotel melati tanpa persetujuaf

Kepala Daerah ; :|
d. Memindahtangankan kepemilikan dan kepemimpinan usaha taiipi

sepengetahuan Kepala Daerah. Ir< !
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HI®, c Mengadakan pembukuan perusahaan sesuai dengan peraturan..Jffil, undangan yang berlaku ;a Tanda Bunga Melati dapat menyedi 4 Mencegah dan melarang penggunaan Hotel Melati dari kegiatan yang
(2) Pengusaha Hotel dengan

uaoai ;asa tambahan.
dapat mengganggu keamanan, ketertiban umum, melanggar norma

pelayanan makanan dan minumai -
agama dan kesusilaan ;

perunag-

Bagian Keempat
Penggolongan Hotel Melati

Pasal 16

(1) Semua jenis akomodasi yang telah digolongkan sebagai Hotel dengaaf
Tanda Bunga Melati digunakan dengan sebutan Hotel Melati ; «

(2) Usaha Hotel Melati digolongkan dalam 3 (tiga) kelas, yang dinyatakani
dengan Tanda Bunga Melati, yakni sebagai berikut :

Golongan kelas tertinggi dinyatakan dengan tanda 3 (tiga) bunga|
melati ; 4

b. Golongan kelas menengah dinyatakan dengan tanda 2 (dua) bung®

melati ; sf
c. Golongan kelas terendah dinyatakan dengan tanda 1 (satu) bun

melati.
H

e. Mentaati ketentuan di bidang ketenagakerjaan dan JaminanTenaga Kerja (Jamsostek) sesuai denganundangan yang berlaku ;
Mengupayakan peningkatan pengetahuan dan keterampilan tenagakerja/karyawan sesuai dengan tugas dan fungsinya guna meningkatkankualitas pelayanan ;

g. Memelihara hygiene dan sanitasi di dalam Hotel Melati dan dilingkungan pekarangannya sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku ;|h. Menetapkan persyaratan penghunian kamar, termasuk daftar tarifkamar yang diletakkan di tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh| tamu ;
|i. Menempatkan Surat Izin Usaha di tempat yang mudah dilihat dan| dibaca oleh tamu ;

Menyampaikan laporan statistik setiap bulan kepada Kepala Dinas.
BAB V

KETENTUAN RETRIBUSI
Pasal 18

gukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Hotel dengan TandaBunga Melati adalah diukur berdasarkan biaya penyediaan jasa pelayanan |Persetujuan Pr'ns'P ^an *z'n usa^a ^ote* dengan tanda bunga
jlp Pasal 19

den°an Tanda Bunga Melati berkewajiban.Mp. p^nsjp penetapan Tarif Retribusi Izin Usaha Hotel dengan Tanda Bunga
pemimpin Hote e » ||«|Melati adalah untuk mengganti biaya pengendalian, pembinaan dan

„ . sebagaimana diatur dalam Peraturaa|»|pengawasana rangica pemberian persetujuan prinsip dan izin usaha
Memenuhi ketentuan-keten

hotel dengan tanda bunga melati.Daerah ini ;
n . n men;a2a keamanan para Tamu Hold*b. Memberikan perlmdungan dan man,.

Melati ;

Sosial
peraturan perundang-1

f

a.

. (3) Penentuan penggolongan kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)|j

dinyatakan dengan Piagam yang diterbitkan oleh Kepala Daerah. jl
(4) Piagam golongan kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlakfj

selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal dikeluarkan dan dapaj|
diperbaharui berdasarkan penilaian yang telah ditetapkan.

(5) Tata cara dan syarat-syarat penggolongan kelas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

u

ra men

Bagian Keempat
Kewajiban

Pasal 17

Pemilik atau
untuk :
a.

1312 ;



Pasal 23

Setiap orang dan atau badan hukum yang mendirikan, mengusahakan«*: (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain

atau memiliki usaha hotel dengan tanda bunga melati dikenakan|^K: yang dipersamakan.

Retribusi. , .|»|̂ ^asi1 Pun8u,an Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
'

(2) Struktur dan besamya tarif Retribusi adalah ditetapkan sebaguffc disetor oleh BKP ke Kas Daerah.

a. Persetujuan prinsip : ;

1. Hotel Melati 3 (tiga) Rp 100.000,-
2 Hotel Melati 2 (dua) Rp 75.000.-
3. Hotel Melati 1 (satu) Rp 50.000,- ;|

b Persetujuan prinsip untuk penambahanjumlah kamar : :|
1. Hotel Melati 3 (tiga) Rp 10.000,- /kamar j
2 Hotel Melati 2 (dua) Rp 7.500,- /kamar|

Rp 5 000,- /kamar|
Rp 500.000,-
Rp 400.000,-
Rp 300.000,-
Rp 400.000,-
Rp 350.000,-
Rp 300.000 -

Pasnl 20

(1)

BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 24
r(l) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain
I yang yang ditentukan oleh Kepala Daerah sesuai dengan waktu yang
I ditentukan dalam SKRD.
|(2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka

f hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-
s lambatnya 1 x 24 jam.
(3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang .

”
' ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan
: sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dengan

menerbitkan STRD.

3. Hotel Melati 1 (satu)
c. Izin Usaha :

1. Hotel Melati 3 (tiga)
2. Hotel Melati 2 (dua)
3. Hotel Melati 1 (satu)

d. Daftar ulang/perpanjangan izin usaha :

1. Hotel Melati 3 (tiga)
2. Hotel Melati 2 (dua)
3. Hotel Melati 1 (satu)

!

Pasal 25

P) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas sekaligus.
(2) Kepala Daerah atau Pejabat yang dihunjuk dapat memberi izin
I kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam
I jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat
I dipertanggungjawabkan.
|3) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)I ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 21

Retribusi adalah seluruh wilayah Kabupaten Nias.v|

i

Wilayah pemungutan

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 22

Retribusi tidak dapat diborongkan.

Pasal 26
Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diberikan
&nda bukti pembayaran.

i
IPemungutan

1 15
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m
m BAB XI1* TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN,PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSIADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 30

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 27

ISHSESsSSMt"Retribusi Daerah. » perundang-undangan Retribusi Daerah P^erapan peraturan

setelah 7 (tuiuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. wJBr Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada aval rn

(3)
yang aajenis sebagaiJ ^dimaksud pada ayat (l) dikeluarkan oleh Kepala Dinas. J SKR £ **£2,?*»; meyakinkan untuk mendukung permohonannya. 8 J

9* Keputiisan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada aval (4\_L
1» eputusan, maka permohonan dimaksud dianggap dikabulkan.

atau J

ata

BAB X
TATA CARA PENAGIHAN

arena

BAB XI
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN

DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 29

(1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan -
pembebasan Retribusi.

(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebi

Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan den

Keputusan Kepala Daerah.
BAB XIIITATA CARA PENYELESALAN KEBERATAN
Pasal 31

17



EPengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah
Klewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Kepala
EDaerah memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas
i.keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

I Pasal 34

|Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan
dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan Retribusi .

|Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, diterbitkan
|bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

( 1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas S
dan STRD.

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harij
disampaikan secara tertulis Kepada Kepala Daerah atau Pejabat yati
dihunjuk paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD.|

(3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.

(4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayi
(2) harus diputuskan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang dihunji
dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal sut
keberatan diterima.

j

BAB XIV
TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN

KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 32

( 1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepadffl
Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan^pembayaran Retribusi.

(2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atasi
kelebihan pembayaran Retribusi dapat langsung diperhitungkanf
terlebih dahulu dengan utang Retribusi dan atau sanksi administrasif
berupa bunga oleh Kepala Daerah.

(3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berhakl
atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan denganl
pembayaran Retribusi selanjutnya. i

BAB XV
KADALUWARSA

Pasal 35

If Penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu

H 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali
W l apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
|) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
I (1), tertangguh apabila :

a. Diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa ; atau
i b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik
I langsung maupun tidak langsung.

h1

BAB XVI
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG

RETRIBUSI YANG KADALUWARSA
Pasal 36

|i) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
I melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
[(2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang

Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada
ayat ( l ).

Pasal 33

( 1) Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah 1
dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, '1
diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.

(2) Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
( 1 ) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan 1
sejak diterbitkannya SKRDLB.
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w
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi ataubadan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi ,d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumenlain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi ,e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan buktipembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain sertamelakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugaspenyidikan tindak pidana di bidang Retribusi ;

menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkanruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsungmemeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawasebagaimana dimaksud pada huruf e ;h. memotret

BABXVH
KETENTUAN LARANGAN

Pasal 37

1

Setiap orang dan atau badan dilarang membangun, mengusahakan atau|
menjalankan usaha hotel dengan tanda bunga melatit sebelum memperoleh J
persetujuan prinsip dan izin usaha dari Kepala Daerah. vji

BABXVIU
KETENTUAN PIDANA

Pasal 38
dan

I seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana0 ) Retribusi ;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksasebagai tersangka atau saksi ;| j. menghentikan penyidikan ;1; k melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikantindak pidana di bidang Retribusi menurut hukumbertanggungjawab ;

;^B(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukandimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannyakepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik*' Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

selama-lamanya 6 (enam) bulan atau
(empat) kali retribusi terutang.

. (2) Tindak pidana sebagaimana
pelanggaran.

3dimaksud pada ayat (1) adalah

yang
BAB XIX

PENYIDIKAN
Pasal 39

Pemerintah
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan

Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan |

penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud :

dalam Undang-undang Hukum Acara yang berlaku.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan

berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar
tersebut menjadi lebin lengkap dan;

BAB XX
KETENTUAN LALY-LAIN

Pasal 40
atau

laporan
keterangan atau laporan Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Dinas Pariwisata dandayaan Kabupaten Nias dan wajib dibantu oleh Instansi/Unit Kerjaferkait di lingkungan Pemerintuh Daerah.

csanaan
1

jdaS ; j

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai J
orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang 1

dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi ;
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Pasal 41

Pembinaan dan pengawasan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh K<
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Nias.

I Indangkan di Gunungsitoli
fa tanggal 20 September 2002

Pasal 42
Dinas Pendapatan Kabupaten Nias merupakan koordinator pemuriguti
Retribusi Daerah.

TARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,

1Q-om

%
BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 43

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjani
mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepall
Daerah.

FAUDUZISOCHI TELAUMBANUAI
; i

w

Pasal 44
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturarii
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupatertf
Nias.

r

Disahkan di Gunungsitoli
padatanggal 26 J u 1 i 2002 1

“I

i
BUPATI NIAS,

MBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2002 NOMOR 51

D t o

(IBINAHATI B. BAEHA 1
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3
S Selanjutnya berdasarkan

Perubahan
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentangUndang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang PajakDaetah dan Retribusi Daerah, kepada Daerah Kabupaten/Kota diberifflKfc peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya denganmenetapkan jenis Retribusi, sepanjang memenuhi kriteria yang telahditetapkan dan sesuaidengan aspirasi masyarakat.

Bahwa Hotel dengan Tanda Bunga Melati adalah merupakan salah satuusaha jasa pendukung pengembangan kepariwisataan dalam penyediaantuntutan kebutuhan akomodasi/tempat menginap bagi para wisatawan yang^ iberkunjung ke Kabupaten Nias sebagai salah satu daerah tujuan wisata.H9K Bahwa untuk terpeliharanya standar

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS

NOMOR 29 TAHUN 2002

TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA HOTEL DENGAN

TANDA BUNGA MELATI

atas

pie! tanda bunga melan, ka setiaP usaha

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan perpajakan^B̂ K^ a*lan’ penSaturan, pengawasan dan Denert'K^3 *̂11 pem^naan.
sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan, ditegaskan bahwaiWP. • .

engan tanda bunga melati, sehingoa * 30 pen8e,oIaan usaha

penempatan beban kepada rakyat, seperti Pajak dan Iain-lain, hanujfHBr 2nyang menSgunakan jasa pelayanan akoiISd”^kebutuhan p

ditetapkan dengan undang-undang. Dengan demikian, pemungutan Dengan demikian, untuk De 0 i
3S1'

Retribusi Daerah harus berdasarkan pada undang-undang. diperlukan izin usaha ° 330

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 Undang-undang Nomor 34 Tahun
yan® dihunjuk. Jasa

tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentaMj

Pajak Daerah dan’ Retribusi Daerah, ditegaskan bahwa Retribusi ditetapkang
dengan Peraturan Daerah. Sebab, Retribusi Daerah mempunyai muataai
pembebanan masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijakan t

dapat memberikan beban yang adil.

Sesuai dengan semangat Undang-undang Nomor
Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 t

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, An

Pendapatan dan Belanja Daerah bersumber dari Pendapatan Asli 1

dan penerimaan berupa Dana Perimbangan yang bersumber dari Anggaraa||pf < • .
Pendapatan dan Belanja Negara. Pendapatan Asli Daerah yang antara Iligj^Qi
berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diharapkan menjadi salah sari,

sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunai

. Daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakal||j®|
Dengan demikian, Daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu manuagjlBKl
mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

UMUM

ai a

usaha hotel dengan tanda bungayang diterbitkan oleh Kepala Daerah
pelayanan tersebut, maka Pemerintah:rah memungut Retribusi Izin Usaha Hotel dengan Tanda Bunga Melatiagai salah satu sumber pendapatan asli daerah guna mendukungerhasilan perwujudan pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Nias.

atauatas

PASAL DEMI PASAL3
22 Tahun 1999

1
Cukup jelas
2

3
f Cukup jelas

25
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Pasal 4 Hunife
Cukupjelas Cukup jelas

Pasal 5 Huruff
Cukup jelas Cukupjelas

I Ayat (2)I Pasal 6 i CukupjelasCukupjelas
14

Pasal 7 CukupjelasICukup jelas
.15

Pasal 8 f Cukupjelas
Cukup jelas

16
Pasal 9 1 Cukupjelas

bal 17
jp Huruf a

Cukup jelas
Pasal 10

Cukup jelas Cukupjelas
Pasal 11 Huruf b

Cukup jelas Memberikan perlindungan kepada tamu adalah perlindungan
terhadap gangguan yang mengganggu ketenteraman dan
kenyamanan tamu, dan tidak menyangkut hal-hal yang berkenaan
dengan perlindungan terhadap tuntutan hukum karena melakukan
perbuatan yang bertentangan atau melanggar ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12
Cukup jelas

IPasal 13
Ayat (1)

Huruf a Huruf c
Cukup jelas

. Cukup jelas
Huruf b I Huruf dKegiatan pokok adalah kcgiatan usaha sebagai jasa

penginapan.
Cukup jelas

|Huruf e
Huruf c CukupjelasCukup jelas

I HuruffHuruf d Cukup jelasICukup jelas
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Pasal 28Huruf g
CukupjelasCukup jelas

Pasal 29Huruf h
Cukup jelasCukup jelas

9 Pasal 30Huruf i
CukupjelasCukup jelas

Pasal 31Huruf j
CukupjelasCukup jelas

1 Pasal 32
Cukupjelas

Pasal 18
Cukupjelas

Pasal 33Pasal 19
CukupjelasCukupjelas

Pasal 34Pasal 20
CukupjelasCukupjelas I

Pasal 35Pasal 21
CukupjelasCukupjelas

1 Pasal 36
Cukupjelas

Pasal 22
Cukup jelas

t Pasal 37Pasal 23
CukupjelasCukup jelas

Pasal 38
Cukupjelas

'1Pasal 24
Cukup jelas

m P«al 39Pasal 25
CukupjelasCukup jelas

ii Pasal 40Pasal 26
CukupjelasCukupjelas

m Pasal 41Pasal 27
CukupjelasCukupjelas

28

29
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Pasal 42

Cukup jelas
Pasal 43 5

,Cukup jelas
vi

Pasal 44
Cukup jelas

!i
'.rl

Vi ft ;

m
1

1I

iTAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS NOMOR 86 J
%
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